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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM 

PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA MEDAN 

OLEH : 

DWINA AVRILLA 

NPM : 188400187 

 

Parkir elektronik (E-Parking) adalah sistem parkir dengan menggunakan 

transaksi non tunai dan memberi kemudahan bagi masyarakat melakukan 

transaksi parkir, yang bertujuan untuk mencegah  kebocoran retribusi daerah. 

Dengan resminya parkir elektronik merupakan sesuatu yang baru di Kota Medan, 

hal ini menyebabkan perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan 

sebelumnya. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis masih perlu dilakukan 

analisis mengenai pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua permasalahan yaitu Kedudukan 

Hukum dan Keabsahan Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan 

dan Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) pada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Medan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah 

yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji Ketentuan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di 

masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan 

(Dishub) dan PT. Logika Garis Elektronik. Data yang digunakan adalah data 

primer dan data skunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analisis. Berdasarkan hasil pembahasan, kedudukan hukum Dinas Perhubungan 

Kota Medan adalah sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Medan yang 

menerima setoran tarif parkir dari PT. Logika Garis Elektronik, yang mana 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbadan hukum atau Pihak Ketiga 

dalam pengelolaan parkir elektronik yang bertugas melakukan penyetoran tarif 

parkir serta menyediakan fasilitas parkir elektronik di Kota Medan. Keabsahan 

perjanjian kerjasama para pihak sudah sesuai menurut syarat sahnya perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pendapatan asli daerah melalui 

penyelenggaraan parkir secara elektronik di Kota Medan mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan dengan kenaikan 155%. Penulis berharap agar terhindar 

dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka para pihak harus benar-

benar bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing, serta target 

peningkatan pendapatan tarif layanan parkir harus terus ditingkatkan lagi agar 

mencapai potensi sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan Walikota Medan. 

 

Kata Kunci : Analisis Hukum, Sistem Parkir Elektronik, Kota Medan 
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ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ELECTRONIC 

PARKING (E-PARKING) SYSTEM IN MEDAN CITY 
 

BY: 

DWINA AVRILLA 

REG. NUMBER: 188400187 

 

 
Electronic parking (E-Parking) is an electronic system for managing parking 

funds using non-cash transactions and providing convenience for the public to 

make parking transactions, which aims to prevent leakage of regional levies. 

Since officially electronic parking has been something new in Medan City, it 

certainly causes a change in parking management. Based on the researcher’s 

observations, it is still necessary to analyze electronic parking management in 

Medan City. The problems in this study were How the Legal Position and 

Legality of Electronic Parking (E-Parking) Management in Medan City was and 

How the Impact of Electronic Parking (E-Parking) Management on Regional 

Original Revenues in Medan City was. The type of legal research used was 

empirical juridical, which was a research method that examined the applicable 

laws and regulations as well as what happened in reality in society. The study was 

conducted at the Department of Transportation of Medan City and PT. Logika 

Garis Elektronik. The data used were primary data and secondary data. The nature 

of the research used was descriptive analysis. Based on the results, the researcher 

concluded that the legal position of the Department of Transportation of Medan 

City was as a Government Regional Apparatus of Medan City that received a 

parking service fee deposit from PT. Electronic Line Logic, it means that the 

company was a legal entity or a third party in the management of electronic 

parking in charge of depositing parking service rates and providing electronic 

parking facilities in Medan City. The parties' cooperation agreement was 

following the conditions for the agreement validity as stipulated in Article 1320 of 

the Civil Code. The Regional Original Revenues through the implementation of 

electronic parking in Medan City experienced a very significant increase of an 

increase of 155%. The authors hope that in order to avoid default or unlawful acts, 

the parties must be truly responsible for their respective rights and obligations, as 

well as the target of increasing parking service fee revenues must continue to be 

increased in order to achieve the potential as stipulated by the Mayor's Decree 

Medan. 

 

Keywords: Legal Analysis, Electronic Parking System, Medan City 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti yang kita 

ketahui saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masy  

arakat. Selain mempermudah proses kegiatan, kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut juga dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengakses 

informasi publik yang berimplikasi pada mobilitas masyarakat. Bahkan, kemajuan 

teknologi tersebut dapat mempengaruhi kemajuan sebuah masyarakat. Seiring 

dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi juga menjadi suatu terobosan 

baru yang digunakan oleh kota untuk memberikan pelayanan publik yang 

maksimal kepada penduduknya. Pelayanan publik menurut Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah:  

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”1 

Dengan  memanfaatkan  teknologi  maka  pelayanan akan berjalan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut 

dengan e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi digital 

untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. 

Perubahan pelayanan publik yang berawal dari manual dan sederhana menjadi e-

government, dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep smart city. 

Saat ini sudah beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart 

                                                
1 Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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city melalui e-government. 2  Adapun penerapakan smart city tersebut dengan 

memberikan pelayanan pada bidang perparkiran demi meningkatkan kenyamanan 

dan keamanan bagi masyarakat. Sehingga muncul konsep parkir elektronik (E-

Parking) di beberapa kota, salah satunya kota Medan.  

Kota Medan merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini sebagai 

kota terbesar di kawasan timur pulau Sumatera yang dibentuk dan berdiri secara 

resmi sejak tanggal 1 Desember 1952. Wilayah kota Medan berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan selatan serta Selat 

Malaka di sebelah utara. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian antara 2,5-37,5 mdpl. Secara administratif, kota Medan 

terdiri dari 21 kecamatan. 3  Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk 

terbesar di Sumatera dan keempat di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 

Indonesia 2020 Kota Medan di huni oleh banyak penduduk dengan jumlah 

penduduk 2.435.252 juta jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.212.069 laki-laki 

dan 1.223.183 perempuan. 4  Kota Medan sebagai kota multietnis memiliki 

beraneka ragam etnis yang saling hidup berdampingan antara lain: Melayu, Aceh, 

Batak, Padang, Jawa, Cina, India/Tamil.  

 Kota Medan adalah salah satu kota yang memiliki potensi memperoleh 

retribusi daerah yang cukup besar karena Kota Medan merupakan salah satu Kota 

dengan objek yang ditawarkan yang terdiri dari pusat hiburan, kuliner dan 

perbelanjaan. Hal ini sangat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Medan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD). Salah satu jenis pajak dan retribusi daerah yang berpotensi 

besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan saat ini 

antara lain yaitu pajak dan retribusi parkir. Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang 

menjelaskan bahwa: 

                                                
2 N Widodo (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka 

Mewujudkan Smart City  
3 Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, diakses dari 

(http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/) 
4 Badan Pusat Statistik Kota Medan, diakses dari (https://medankota.bps.go.id) 
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“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh 

retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah 

dan dikelola oleh pemerintah”.5 

Retribusi daerah adalah sumber daya bagi penerima daerah dimana peran 

serta kontribusinya adalah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah 

(PAD). Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir 

merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari masyarakat, 

sebagaimana dikelolanya oleh pemerintah daerah parkir Kota Medan. Adapun 

peraturan mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa : 

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”6 

Menurut W.J.S Poerwadarminta parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan 

beberapa saat. Dimana lalu lintas yang bergerak baik lurus maupun membelok 

suatu saat akan berhenti karena berbagai kegiatan manusia.7 

Parkir merupakan unsur atau aspek yang tidak dapat dipisahkan dari 

kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi 

pada umumnya selalu diawali dan diakhiri dengan tempat parkir. Pada dasarnya 

parkir merupakan kebutuhan umum yang dilayani pada awalnya. Sesuai dengan 

fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan 

kebutuhan pengendara atau konsumen yang berkendara untuk menuju atau 

mengakses suatu tempat.8 Hal inilah yang membuat parkir mobil dapat dijadikan 

sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena setiap orang yang memiliki 

                                                
5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
7 Phaurcula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan 

Asli Daerah, Yogyakarta: CV Budi Utama, hal. 57. 
8 Muhammad Nanang Prayudyanto. (2015). Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta: GIZ, 

hal. 9 
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kendaraaan pasti membutuhkan tempat parkir disamping semakin bertambahnya 

jumlah kendaraan di Kota-kota besar di Indonesia dari tahun ke tahun.9 

Selain itu, bisnis parkir memang menguntungkan, namun sebenarnya bukan 

tanpa masalah. Parkir merupakan masalah yang cukup serius bagi konsumen, 

pengelola parkir, bahkan pemerintah daerah. Tanggapan konsumen terhadap 

permasalahan parkir melalui media, baik elektronik maupun cetak, melalui 

blogspot atau mailing list serta berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), bahkan dibawa ke Pengadilan dan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Permasalahan tersebut antara lain 

yaitu masalah penetapan tarif yang sewenang-wenang, kerusakan kendaraan di 

tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat antar pengelola parkir, dan kebocoran retribusi parkir kepada 

pemerintah daerah.10 

Namun, tidak semua orang yang menjadi juru parkir mengikuti proses atau 

mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga banyak juru parkir yang 

tidak terdaftar secara resmi, yang biasa kita sebut sebagai juru parkir liar. Hal ini 

dibuktikan dengan masih banyaknya peserta yang tidak menggunakan atribut 

sesuai ketentuan. Salah satunya tidak mencantumkan identitas pada tanda 

pengenal rompi yang dikenakannya saat bertugas. Hal ini menimbulkan kerugian 

baik bagi pengguna jasa parkir dan juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah 

daerah.  

Maka dari itu Walikota Medan memiliki inovasi kebijakan melakukan aksi 

penarikan retribusi daerah berupa sistem parkir elektronik (E-Parking) di 22 titik 

yang ada di delapan kawasan di Kota Medan. Dalam satu ruas jalan terdapat 

beberapa titik elektronik parkir seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

                                                
9 David M. L Tobing (2007). Parkir Perlindungan Hukum Konsumen. PT. Toko Gunung , 

Jakarta: Agung Tbk, hal. 1 
10 Ibid, hal. 5-6 
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Table 1 Titik Parkir Elektronik di Kota Medan Saat Uji Coba. 

Ruas Jalan Titik Parkir 

Jalan Zainul Arifin Dari simpang Jalan Diponegoro 

sampai simpang Jalan S Parman 

Jalan Setia Budi Dari simpang Jalan Sunggal sampai 

simpang Jalan Dr Mansyur 

Jalan Irian Barat Dari simpang Jalan MT Hariono 

sampai simpang Jalan Veteran 

Jalan Jawa Dari simpang Jalan HM Yamin sampai 

dengan simpang Jalan Veteran 

Jalan Pemuda Dari simpang Jalan Pandu sampai 

dengan Jalan Palang Merah 

Jalan Pemuda Baru Jalan Pemuda Baru I, II, dan III 

Jalan Cirebon Dari simpang Jalan MT Hariono 

sampai simpang Jalan Pandu 

 

Kawasan Pasar Baru 

Jalan Palangkaraya,Jalan Palangkaraya 

Baru, Jalan Bandung, Jalan Jember, 

Jalan Bogor, Jalan Kotanopan I, Jalan 

Kotanopan II, Jalan Pakantan, dan 

Jalan Barus 

 

Sumber: https://medan.kompas.com 

 

Kawasan yang tidak lagi menggunakan pembayaran tunai ini terdiri dari 

ruas jalan kelas I berjumlah tujuh ruas dan satu ruas jalan kelas II. Tarif parkir 

yang digunakan seperti pada peraturan yang telah ditetapkan. Untuk ruas jalan 
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kelas I, tarif roda dua sebesar Rp 2.000 dan roda empat sebesar Rp 3.000. 

Sedangkan untuk kelas II, roda dua sebesar Rp. 1.000 dan roda empat sebesar Rp. 

2.000. Masyarakat bisa menggunakan kode QR, QRIS, dan aplikasi uang 

elektronik atau pembayaran non-tunai lainnya untuk transaksi parkir. Alat untuk 

ini pun sudah disiapkan. Selain itu, para juru parkir juga akan dilengkapi dengan 

tanda pengenal yang memiliki kode QR. Kode ini terhubung langsung dengan 

sistem pembayaran non-tunai.11 Dapat diketahui bahwa konsep parkir elektronik 

merupakan solusi pengelolaan retribuai parkir secara elektronik untuk Pemerintah 

Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai 

solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir 

kendaraan.12 

Parkir elektronik adalah sistem elektronik untuk pengelolaan dana parkir 

dengan menggunakan transaksi non tunai. Melalui penerapan sistem parkir 

elektronik, yang bertujuan untuk mencegah kebocoran retribusi daerah, juga 

semakin memberi kemudahan bagi masyarakat saat melakukan transaksi parkir, 

karena dalam mekanisme penmungutan tarif parkir cukup menggunakan QRIS 

maupun aplikasi uang elektronik dan mencegah adanya juru parkir ilegal 

melakukan pemungutan biaya dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya 

sistem parkir elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Medan. Penulis juga melakukan penelitian mengenai 

perjanjian kerjasama parkir elektronik antara para pihak. Sebagaimana yang kita 

ketahui dalam suatu perjanjian, semakin kuat kedudukan salah satu pihak, 

semakin besar pula ancaman terhadap pihak lainnya.13 Dan perjanjian kerjasama 

antara para pihak harus sesuai dengan syarat sah yang telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tentunya sering berimplikasi kepada 

para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, biasanya disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia. Sehingga 

                                                
11 Daniel Pekuwali, Daftar 22 Lokasi E-Parking di Kota Medan dan Tarifnya diakses dari 

(https://medan.kompas.com) pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 17:14 WIB 
12 Pengelolaan Retribusi Parkir Elektronik, diakses dari (https://eparkir.id) 
13 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, (Bandung : Citra 

Ditya Bakti 2002). Hal 1 
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penulis ingin melihat kedudukan dan keabsahan dalam perjanjian kerjasama 

antara para pihak. 

Dengan resminya parkir elektronik (E-Parking) merupakan sesuatu yang 

baru di Kota Medan. Tentu saja hal ini menyebabkan perubahan dalam 

pengelolaan parkir dibandingkan sebelumnya. Tetapi berdasarkan pengamatan 

penulis masih terdapat hal yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian yang 

penulis lakukan mengacu pada permasalahan dari uraian diatas mengenai 

kedudukan dan keabsahan hukum perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan 

dan Pihak Ketiga. Kemudian dampak parkir elektronik terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Medan. Adanya masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi yang berjudul: “Analisis 

Hukum Penerapan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Medan.”  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti  

dalam permasalahan tentang Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem 

Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum dan keabsahan pengelolaan parkir elektronik 

(E-Parking) di kota Medan? 

2. Bagaimana dampak pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Medan? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami kedudukan 

hukum dan keabsahan pengelolaan elektronik parkir (E-Parking) di kota 

Medan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami dampak pengelolaan parkir elektronik 

(E-Parking) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, penulis 

melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak, maka penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

 1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

bagaimana kedudukan hukum dan keabsahan serta dampak dalam 

pengelolaan sistem parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah 

Kota Medan dalam menerapkan parkir elektronik (E-Parking) di kota 

Medan serta dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi dasar 

penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis hukum penerapan sistem 

parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan. 

 

E.  Hipotesis Penelitian 

1. Kedudukan hukum dan kebasahan perjanjian kerjasama pemungutan 

retribusi parkir secara elektronik di beberapa ruas jalan di Kota Medan 

antara Dinas Perhubungan Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik 

adalah dalam perjanjian kerjasama, kedudukan hukum para pihak dapat 

dilihat dari hubungan hukum antara keduanya dalam penyelenggaraan 

pemungutan retribusi parkir secara elektronik. Kedudukan hukum Dinas 

Perhubungan Kota Medan dalam pemungutan retribusi parkir elektronik di 

Kota Medan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan yang 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir elektronik serta 

menerima setoran tarif layanan parkir oleh perusahaan atau pihak ketiga 

(PT. Logika Garis Elektronik), dan PT. Logika Garis Elektronik sebagai 

pihak ketiga dalam pengelolaaan parkir elektronik merupakan perusahaan 

berbadan hukum yang melakukan penyetoran tarif layanan parkir, serta 

menyediakan segala fasilitas pemugutan retribusi parkir elektronik di Kota 

Medan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi 
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tercapainya penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir seccara elektronik 

di Kota Medan. Adapun keabsahan perjanjian kerjasama ini sudah 

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu 

dapat dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab 

yang halal. 

2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan pemungutan 

retribusi parkir parkir secara elektronik di beberapa ruas jalan di Kota 

Medan yang bekerjasama dengan pihak ketiga mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan. Peningkatan pendapatan asli daerah tercatat mencapai 

150%. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Parkir  

1.  Pengertian Parkir 

  Kata parkir berasal dari kata “park” yang berarti taman. Parkir 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti posisi kendaraan bermotor 

yang berhenti beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Parkir dapat 

dilakukan di tepi jalan atau di lapangan atau di gedung perparkiran. 14 

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : 

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.15 

  Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian 

kendaraan beberapa saat.16  Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir 

adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, 

sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. 

Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di 

sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.17 Menurut Warpani, parkir 

adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan 

kendaraan angkutan atau barang atau bermotor maupun tidak bermotor pada 

suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 

2. Macam-Macam Parkir 

a.  Parkir di tepi jalan (On Street Parking) 

Parkir pinggir jalan dapat ditemukan di kawasan pemukiman dan pusat 

kegiatan serta di kawasan tua yang umumnya belum siap menampung 

jumlah kendaraan yang terus bertambah. Idealnya, parkir di pinggir jalan 

                                                
14  Agus Pambagio. (2013). Protes Publik Transportasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, hal. 37. 
15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
16  Poerwadarminta W.J.S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai 

Pustaka. 
17 Sukanto. (1985). Nafsiologi, Jakarta: Integritas Press, hal. 16 
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harus dihindari karena mengurangi lebar efektif jalan yang harus 

digunakan untuk mengangkut kendaraan. Namun harus diakui juga 

hampir tidak mungkin, sehingga hanya bisa dilakukan dengan menata 

parkir di badan jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. 

b.  Parkir di luar jalan (Off Street Parking) 

Jenis parkir ini terjadi di tempat parkir umum, tempat parkir kendaraan 

pribadi yang juga terbuka untuk umum, dan tempat parkir pribadi 

terbatas seperti perkantoran, hotel, dan lainnya. Ruang parkir di luar 

badan jalan secara umum dapat dikategorikan menjadi enam jenis, yaitu 

parkir di permukaan tanah, garasi bertingkat, garasi bawah tanah, 

gabungan, garasi mekanis dan drive in. 18 

3.  Dasar Hukum Perparkiran di Kota Medan  

 Dasar hukum perparkiran  yang berlaku saat ini di kota Medan antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

c. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang atas 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Pajak Parkir. 

d. Keputusan Mendagri RI Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah. 

e. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 ayat 7 

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

f. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan 

g. Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran. 

                                                
18 Warpani, S. (1990). Rekayasa Lalu Lintas, Jakarta: Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara. 
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h. Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Parkir Umum.   

B. Juru Parkir 

1. Pengertian Juru Parkir 

Juru Parkir adalah orang yang di tepi jalan umum berdasarkan pada 

tempat parkir surat tugas.19 Juru parkir terbagi atas dua yaitu juru parkir 

resmi dan juru parkir ilegal. Juru parkir formal atau petugas parkir resmi 

adalah penjaga parkir yang namanya terdaftar, diverifikasi oleh koordinator 

Pemerintah Daerah dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi 

persyaratan saat ini dan mengikuti pelatihan, ketika bertugas dengan tanda 

pengenal resmi Pemerintah Daerah berupa kartu anggota fasilitas parkir, 

rompi dan tiket parkir. Juru parkir informal atau petugas parkir tidak resmi 

adalah juru parkir yang tidak terdaftar dalam pernyataan koordinator, tidak 

pernah mengikuti pelatihan hanya dengan pengalaman kerja dan atribut 

yang digunakan bukan dari Pemerintah Daerah. Dari penjelasan di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir atau petugas Parkir ini 

memiliki tugas untuk mengendalikan dan mengatur area parkir di tempat 

atau area parkir tertentu. Juru parkir atau petugas parkir biasanya memiliki 

ciri khas tersendiri yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa 

peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir yang biasanya berisi biaya 

parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir juga berhak mendapatkan 

bayaran sebesar tarif dari orang yang memarkir kendaraannya di area 

kekuasaan petugas parkir. Juru parkir dibagi menjadi dua jenis, yaitu juru 

parkir resmi atau legal dan juru parkir tidak resmi atau ilegal. Juru parkir 

resmi atau legal adalah petugas parkir yang disponsori atau diawasi oleh 

Pemerintah Daerah yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, 

pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir 

pemerintah, peluit parkir, dan tiket atau karcis resmi dari Pemerintah 

setempat. Sedangkan juru parkir tidak resmi atau ilegal adalah tukang parkir 

yang tidak memiliki pekerjaan apapun dari pemerintah daerah, tanpa 

                                                
19  Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Parkir Umum 
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pelatihan khusus, dan semuanya secara otodidak. Biasanya petugas parkir 

ilegal ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir tidak resmi dari 

pemerintah yang dibuat oleh juru parkir itu sendiri atau bahkan petugas 

parkir ilegal ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti tiket 

atau karcis dan sejenisnya. 

2. Syarat-Syarat Menjadi Juru Parkir 

Juru parkir atau petugas parkir untuk melaksanakan kegiatan di lokasi 

parkir harus memiliki kartu tanda anggota terlebih dahulu. Adapun prosedur 

mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Petugas parkir sebagai berikut:20 

a. Permohonan dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi 

sebagai berikut : 

1) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (Fotocopy 

KTP dan KK) 

2) Menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan 

background merah. 

3) Fotocopy surat penunjukan sebagai petugas parkir. 

b. Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) 

Petugas Parkir pada tempat parkir yang ditentukan dengan masa berlaku 

selama 12 (dua belas) bulan. 

c. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dapat mencabut Kartu Tanda 

Anggota (KTA) Petugas Parkir apabila terdapat masalah dan 

penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya; 

d. Koordinator Petugas Parkir bertanggung jawab terhadap segala tindakan 

yang dilakukan oleh Petugas Parkir pada waktu bertugas. 

3. Kewajiban Juru Parkir 

a. Menggunalal pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan 

lainnya yang disediakan oleh Kepala Dinas Perhubungan 

b. Menjaga keamanal dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung 

jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya 

c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir 

                                                
20 Dinas Perhubungan Kota Malang, Persyaratan dan Kriteria Proseduur Penyelenggaraan 

Perparkiran Diakses dari https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/ 
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d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir 

pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh dinas 

perhubungan yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh 

digunakan lebih dari (satu) kali, dan 

f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.21 

C. Sistem Parkir 

Sistem parkir merupakan suatu sistem yang mengatur lalu lintas masuk 

dan keluarnya kendaraan pada suatu area parkir. Sementara realatif sedikit 

penerapan sistem parkir yang terkomputerisasi di organisasi ataupun 

perusahaan termasuk mal, plaza, rumah sakit, hotel, stasiun dan terminal.22 

Adapun sistem-sistem parkir sebagai berikut: 

a.  Parkir konvensional 

Parkir konvensional adalah prosedur operasional parkir dimana pengguna 

jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir. 

Sehingga adanya transaksi yang transparan dan langsung dari kedua belah 

pihak, tidak menutup kemungkinan pungutan liar bisa saja dilakukan oleh 

petugas parkir.  

b.  Parkir elektronik 

Parkir elektronik atau sering disebut E-Parking adalah sistem parkir 

berbasis meter yang dioperasikan secara elektronik dan dirancang dengan 

sistem komputerisasi real-time. Parkir elektronik memiliki tampilan video 

berwarna, pemindai kartu pembayaran, tombol yang dikendalikan perangkat 

lunak, keypad alfanumerik dan pengantar suara. 

D. Parkir Elektronik 

Parkir elektronik adalah sistem pengelolaan retribusi parkir secara 

elektronik. Sistem ini terintegrasi dengan semua bidang/petugas terkait serta 

                                                
21 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di 

Tepi Jalan Umum 
22 Safaruddin Siregar. Sistem Parkir Kendaraan Pada Area Parkir Stasiun KA Jember hal 1 
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alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir. Keuntungan dalam 

pemanfaat aplikasi E-parkir ini adalah:23 

1. Transparansi pendapatan dan pendataan parkir 

2. Kinerja petugas dapat dipantau secara online oleh stakeholder 

3. Laporan pendapatan dapat diakses secara online oleh semua stakeholder 

terkait sehingga menjadi paperless 

4. Pengaturan parkir akan mejadi lebih tertib untuk menjadikan kota yang 

memiliki tata lalulintas  yang baik. 

5. Petugas parkir akan lebih bermartabat dan profesional dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Menurut San Fransisco Municipal Transportation Agency (SMFTA), 

parkir elektronik atau smart parking system memiliki tujuan yaitu untuk 

memudahkan pengelolaan parkir. terdapat elemen dasar dan manfaat di dalam 

smart parking system sebagai berikut: 

a.  Metode pembayaran mudah. 

Mesin parkir elektronik dapat memudahkan pembayaran, karena proses 

pembayarannya menggunakan uang digital yang terdapat pada kartu 

parkir. 

b. Peningkatan kecepatan dan reaktivitas uang. 

Bantuan dalam mempercepat prosedur parkir dan pembayaran parkir, 

terutama di tempat-tempat komersil yang ramai. 

c.  Mengurangi parkir ilegal  

Mengurangi jumlah pengemudi yang biasa parkir secara ilegal, karena  

tempat parkir telah disediakan di dekat mesin parkir elektronik. 

d.  Peningkatan keamanan pengguna jalan. 

Mengatasi resiko kecelakaan yang biasa terjadi di jalan raya, terutama 

bagi pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara lainnya. 

e.  Meningkatkan vitalitas dan daya saing ekonomi. 

                                                
23 https://exprodi.co.id/detail_produk/aplikasi-e-parkir-atau-smart-parking-1staus0niex 
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Meningkatkan akses ke area komersial yang ramai. Hal ini akan 

mengubah persepsi masyarakat tentang parkir di suatu tempat dan 

meningkatkan daya saing di kawasan tersebut. 24 

E. Retribusi Parkir 

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

diartikan sebagai penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh pemerintah daerah.25 Objek retribusi parkir di tepi jalan umum 

yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan 

jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir telah diatur oleh 

pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek 

yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan 

layanan parkir. Pada retribusi parkir, ada dua jenis, yaitu:26 

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menjadi pungutan 

pada layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum. 

2. Retribusi tempat khusus parkir yang menjadi layanan tempat khusus 

parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

F. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian pendapatan asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 pengertian pendapatan asli Daerah 

(PAD) bahwa:  

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.27  

                                                
24  Nurani Fitri Kireina, Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik, 

Universitas Katolik Parahyangan, Vol:7, No.2, Juli-Desember 2017, hal.71 
25 Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
26 Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
27 Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.131 
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Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang 

diterima suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang 

sangat penting, karena melalui sektor inilah kemampuan daerah dalam 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlihat. 

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan 

yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- 

lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.28 

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 yaitu:  

“Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah.”  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli 

daerah terdiri atas:  

a. Hasil pajak daerah. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

kompensasi langsung yang berimbang, yang dapat dipungut 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

pembangunan Daerah. 

                                                
28 Abdul Halim, (2007). Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat, hal. 96. 
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b. hasil retribusi daerah. Retribusi daerah dianggap sebagai pajak daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah merupakan bagian dari laba bersih perusahaan daerah, baik bagi 

perusahaan daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah 

maupun sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah tersendiri. 

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: 

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Pendapatan bunga. 

4. Memperoleh selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing, komisi, 

potongan harga atau bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.29 

2.  Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah 

terdiri dari: 

a. pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan 

wajib pajak (wajib pajak) tidak menerima kompensasi langsung dari 

pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan 

bermotor, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan 

bermotor, dan lain sebagainya. 

b. hasil retribusi daerah, yang dipungut secara sah menjadi pungutan 

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena mendapat jasa atau 

mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Pelaksanaan retribusi daerah bersifat ekonomis. 

                                                
29  Feisly Kesek, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, Emba Jurnal, Volume: 1 Nomor 4, Desember 2013, hal. 4. 
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c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penghasilan 

yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan 

usaha lain milik Pemerintah Daerah. 

d. pendapatan asli daerah lain yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh 

Pemerintah Daerah selain ketiga jenis pendapatan di atas. Penghasilan 

ini meliputi antara lain hasil penjualan harta teritorial atau kekayaan 

daerah yang tidak dapat dipisahkan, giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta 

komisi, potongan, ataupun lainnya. Sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

Seorang ahli dari Bank Dunia berpendapat bahwa ambang batas 20% 

untuk pendapatan PAD adalah minimum untuk melaksanakan otonomi 

daerah. Jika PAD kurang dari 20%, maka Daerah tersebut akan kehilangan 

kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Namun, pada ken masih 

banyak daerah di Indonesia yang rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap 

total pendapatan daerahnya kurang dari 20%.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Dimas Dwi Anggoro, (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang: UB Press, 

hal. 18-19 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2022 setelah 

dilakukan seminar proposal, perbaikan outline skripsi dan izin yang 

diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun, apabila 

pada waktu tersebut penulis belum dapat menyelesaikannya, maka penulis 

akan menambah waktu penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti sehingga data dapat mencakupi untuk di analisis. 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan  

Kete

rang

an 

Nov Jan Mar Jun Agst Sep Des 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Pengajuan Judul                               

2. Penyusunan 

Proposal 

                             

3. Seminar 

Proposal 

                             

4. Penelitian                              

5. Penulisan 

Skripsi 

                             

6. Bimbingan 

Skripsi 

                             

7. Seminar Hasil                              

8. Sidang                              
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2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di salah satu titik Parkir Elektronik (E-

Parking) di Kota Medan, Jalan. Jendral Ahmad Yani, Kesawan, Kecamatan. 

Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Dinas Perhubungan Kota 

Medan di Jalan. Pinang Baris, Lalang, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota 

Medan, Sumatera Utara dan PT. Logika Garis Elektronik di Polonia Medan. 

B. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata 

lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di 

masyarakat.31 

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan 

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang 

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah. 32  Dengan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 

berbagai data sekunder seperti peraturan, Perundang-Undangan, keputusan 

pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para peneliti 

terdahulu. 

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu mengenai penerapan 

elektronik parkir (E-Parking) di Kota Medan. 

b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku ilmiah, data on-line, hasil-hasil penelitian berupa laporan, 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang atas 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 

                                                
31 Bambang Waluyo, (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 

hal.15 
32 Ibid, hal. 16 
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tentang Pajak Parkir dan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 

2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini 

adalah deskriptif analisis dari pengelolaan sistem Parkir elektronik (E-

Parking) di Kota Medan. 33  Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis 

yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di salah satu 

titik parkir di Kota Medan serta, Dinas Perhubungan Kota Medan dan PT. 

Logika Garis Elektronik dan mengambil beberapa data kemudian dengan 

menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak menerima atau 

menolak hipotesis, tetapi hasil analisisnya bersifat deskriptif terhadap 

fenomena yang diamati, yang tidak selalu harus berupa angka-angka atau 

koefisien antarvariabel. Deskriptif adalah apa yang dilakukan dan dikatakan 

oleh pelaku, proses yang sedang berlangsung, dan berbagai kegiatan lainnya 

dalam konteks yang alamiah, sehingga peneliti harus menggambarkan atau 

menggambarkan segala sesuatu yang dirasakan secara lengkap, rinci, dan 

mendalam. Untuk itu peneliti dituntut untuk membuat catatan lapangan dan 

catatan wawancara secara rinci, lengkap dan apa adanya. Oleh karena itu, 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti 

disini ingin mendalami secara maksimal tentang “Analisis Hukum Sistem 

Parkir Elektronik di Kota Medan”. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

teknik, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengamatan yang didukung oleh 

pengumpulan data dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek 

yang diteliti. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung di 

lapangan, dan akan diperoleh data yang lebih lengkap, akurat dan 

                                                
33 Astri Wijayanti, (2011). Strategi Penulisan Hukum, Bandung: Lubuk Agung, hal. 163.  
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terpercaya.34 Observasi juga dikatakan sebagai sarana pengumpulan data 

yang dilakukan secara spontan, dapat juga dengan daftar isian yang telah 

disiapkan sebelumnya. Observasi yang ingin dilakukan peneliti adalah 

mengamati bagaimana pengelolaan dari parkir elektronik tersebut. 

2.  Wawancara 

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan 

oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Namun harus diingat bahwa wawancara 

bukan upaya tanya jawab untuk memperoleh informasi saja tetapi juga 

upaya untuk mendapatkan kesan langsung dari responden, memancing 

jawaban responden, menilai kebenaran jawaban yang diberikan dan jika 

perlu memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan. Untuk 

mengajukan pertanyaan secara langsung dan lancar, sangat penting untuk 

menjalin hubungan antara pewawancara dan responden.35 Jenis metode 

wawancara sistematis, yaitu wawancara mengarah pada pedoman yang 

telah dirumuskan berdasarkan kebutuhan penggalian data dalam 

penelitian.36 Dalam teknik ini, penulis melakukan percakapan langsung 

kepada subjek untuk mendapatkan informasi atau keterangan sebanyak-

banyaknya. Wawancara yang digunakan mementingkan kedalaman 

pertanyaan yang akhirnya diperoleh data secara detail dan lengkap. 

Adapun pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara 

dengan narasumber adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) di Kota 

Medan? 

b. Bagaimana kendala Parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan? 

c. Bagaimana dampak parkir elektronik (E-Parking) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan? 

                                                
34 Sugiyono, (2014). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hal. 64. 
35 B.Sanjaja dan Albertus Heriyanto, (2011). Panduan Penelitian, Jakarta: Prestasi Pustaka, 

hal.147. 
36 Imam  Suprayogo  dan  Tobroni, (2003). Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, hal. 173. 
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4. Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

data kualitatif. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan latar 

belakang permasalahan yang diangkat atau diteliti. Penelitian melakukan 

analisis hukum secara menyeluruh atau komperhensif terhadap 

penerapan sistem Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan hukum Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pemungutan 

retribusi parkir elektronik di Kota Medan sebagai Perangkat Daerah 

Pemerintah Kota Medan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

parkir elektronik serta menerima setoran tarif layanan parkir oleh 

perusahaan atau pihak ketiga (PT. Logika Garis Elektronik), dan PT. Logika 

Garis Elektronik sebagai pihak ketiga dalam pengelolaaan parkir elektronik 

merupakan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penyetoran tarif 

layanan parkir, serta menyediakan segala fasilitas pemugutan retribusi parkir 

elektronik di Kota Medan. Adapun keabsahan perjanjian kerjasama ini 

sudah sesuai menurut syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu yang pertama perjanjian ini PT. Logika Garis 

Elektronik dan Dinas Perhubungan Kota Medan telah memenuhi 

kesepakatan karena para pihak telah sepakat dengan cara menandatangani 

perjanjian kerjasama parkir elektronik secara tertulis. Kedua, kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan, Perjanjian kerjasama antara Dinas 

Perhubungan Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik ini sudah sesuai 

dengan unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian karena dalam 

perjanjian kerjasama telah ditanda tangani oleh Bapak Iswar S,Sit, MT 

selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang mana Dinas 

Perhubungan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan dan 

Bapak Sahala Nainggolan, SE dengan Jabatan Direktur Utama PT. Logika 

Garis Elektronik bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

berbadan hukum. Ketiga, suatu hal tertentu, objek perjanjian kerjasama ini 

adalah melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada 

beberapa ruas jalan di Kota Medan dan terdapat target pendapatan 

sebagaimana objek perjanjian kerjasama. Keempat, suatu sebab yang halal, 

perjanjian ini merupakan Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang atau Jasa 
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Pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sudah 

dilakukan dengan perjanjian yang sah dan tidak menimbulkan suatu sebab-

sebab yang terlarang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum. 

2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan pemungutan 

retribusi parkir parkir secara elektronik di Kota Medan mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Mulai dari tanggal 18 Oktober 2021 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau 75 hari pelaksanaan uji coba 

parkir elektronik. Sebelum penerapan parkir elektronik, penerimaan 

pendapatan asli daerah perhari sebesar Rp.3.335.000. Kemudian setelah 

diadakan penerapan parkir elektronik, penerimaan pendapatan asli daerah 

perhari mengalami kenaikan sebesar Rp.8.499.050. Maka pendapatan asli 

daerah selama 75 hari diadakan pelaksanaan parkir elektronik sebelumnya 

menghasilkan sebesar Rp. 250.125.000, sedangkan setelah diadakan 

pemugnutan retribusi secara elektronik meningkat hingga Rp.637.428.750. 

Dapat disimpulkan selama uji coba 75 hari mengalami peningkatan 

penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 387.303.750. atau sebesar 

155%. Setelah diresmikan pada Februari 2022, peningkatan pendapatan asli 

daerah dari pemungutan retribusi parkir secara elektronik perharinya di 63 

ruas jalan pada hari kerja sebesar Rp. 20.139.750 dan pada hari libur sebesar 

Rp. 4.972.800. Kemudian disebutkan juga dalam wawancara dengan salah 

satu responden bahwa peningkatan Pendapatan asli daerah meningkat 

hingga 300% 

B. Saran 

1. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya 

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak 

bersangkutan, maka sebaiknya para pihak mematuhi isi dari perjanjian dan 

memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing- masing. Apabila 

terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan 

perjanjian, maka pihak yang melanggar diwajibkan untuk mengganti 
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kerugian dan harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku agar 

kepentingan para pihak dapat dilindungi. 

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir 

secara elektronik harus terus ditingkatkan lagi hingga mencapai potensi tarif 

layanan parkir sesuai dengan yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan 

Walikota Medan. Dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Untuk 

meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, maka 

Pemerintah Kota Medan masih perlu meningkatkan kualitas SDM, tenaga 

pemungut pajak dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas kinerja SDM dan tenaga pemungut pajak dalam memaksimalkan 

hasil yang akan dicapai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota 

Medan. 
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Lampiran 2.  Data Responden Penelitian 

 

 

Narasumber I 

Nama   : Harry Sugraha 

Profesi/Jabatan       : Kepala Seksi Wilayah 1 Dinas Perhubungan Kota Medan  

Bidang Perparkiran 

 

Narasumber II 

Nama    : Muhammad Zein Lubis 

Profesi / Jabatan      : Inspektur Keselamatan Transportasi Koordinator Lingkup 

Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan. 

 

Narasumber III 

Nama    : Frans Pardede 

Profesi / Jabatan  : Komisaris PT. Logika Garis Elektronik 

 

Narasumber IV 

Nama   : Anwar Lubis 

Profesi   : Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (Juru Parkir) 

 

Narasumber V 

Nama    : Riska Rindiatika  

Peran    : Konsumen 
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Lampiran 3. Kuisioner Wawancara Penelitian 

 

 

 

No Pertanyaan Catatan 

Lapangan 

1 Bagaimana pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan?  

2 Bagaimana sistem pengawasan parkir elektronik di Kota 

Medan? 

 

3 Apa penghambat atau kendala dalam pengelolaan parkir 

elektronik di Kota Medan?  

 

4 Bagaimana aturan untuk menentukan jumlah nominal tiap 

Kendaraan di Kota Medan? 

 

5 Bagaimana pembagian hasil antara Dinas Perhubungan 

Kota Medan dan Pihak Ketiga? 

 

6 Sudah berapa lama PT. Logika Garis Elektrik berdiri?  

7 Sebelum bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota 

Medan apakah sudah memiliki pengalaman bekerjasama 

dengan perusahaan lain? 

 

8 Bagaimana hubungan kerjasama antara Dinas Perhubungan 

Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik?  
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9 Apakah ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sejak 

adanya parkir elektronik di Kota Medan? 

 

10. Apa manfaat parkir elektronik (E-Parking)?  

11 Apa saja dampak positif dan negatif parkir elektronik (E-

Parking)? 
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Lampiran 4. Data Tabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
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